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Suara Pembaruan

Utang Negara Disorot

Sri Mulyani: Banyak
Negara Juga Berutang

[JAKARTA] Dalam menjalankan program-program
pembangunan, pemerintah menggunakan sumber
pendanaan dari pendapatan negara seperti pajak,
maupun juga dari berutang. Terkait hal tersebut,
selama ini masyarakat memberikan stigma yang

negatif terhadap proporsi utang Indonesia.

Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani

Indrawati, seluruh negara di dunia juga
melakukan hal yang sama, termasuk
negara-negara Islam.

Mantan Direktur Bank
Dunia ini menyampaikan, se-
bagai menteri keuangan, tugas
utamanya adalah mengelola
keuangan negara, mulai dari
penerimaan, belanja atau pem-
biayaan, termasuk juga inves-
tasi. Dari sisi penerimaan, sum-
bernya bisa dari pajak, bea cu-
kai, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan juga hibah.

“Bila belanjanya lebih ba-
nyak dari pada yang bisa kita
kumpulkan, bagaimana? Ya kita
mencari utang. Kalau begitu,
apakah kita perlu utang? Ya
utangnya untuk apa dulu. Kalau
untuk membuat infastruktur kita
menjadi baik, supaya anak-anak
kita bisa sekolah sehingga tidak
menjadi generasi yang hilang,
generasi yang produktif, ya ti-
dak ada masalah,” kata Sri
Mulyani dalam acara diskusi

secara virtual, Sabtu (18/7).
Tidak berhutang pun menu-
rutnya adalah sebuah pilihan ke-
bijakan. Tetapi apabila pendapat-
annya lebih rendah daripada be-

Utang Indonesia .
1. Per akhir Mei 2020 posisi utang pemerintah :
berada di angka Rp 5.258,57 triliun dan rasio :
utang pemerintah terhadap PDB 32,09%. I

2. Rincian utang pemerintah terdiri : I
|

I

I

|
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- Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang
tercatat Rp 4.442,90 triliun
- Pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun.

lanja yang dibutuhkan, tidak
berhutang menurutnya sama saja
dengan menunda semua kebu-
tuhan untuk masalah kesehatan,
pendidikan, infratruktur dan
pembangunan produktif lainnya.

Menkue mengungkapkan,
sumber-sumber penerimaan ne-
gara selama ini juga telah dimak-
simalkan. “Kalau negara yang
semakin kuat, dia mendapatkan
penerimaan pajak yang makin
besar. Siapa yang membayar?
Mulai dari korporasi, usaha
besar, usaha menengah, usaha
kecil, dari semua kegiatan, dari
para pekerja mulai dari swasta
sampai ASN,” kata Sri Mulyani.

Terkendali

USS$ 194,9 miliar

USS$ 209,9 miliar.

Setelah mendapatkan pene-
rimaan negara tersebut, hal
yang juga harus dilihat adalah
belanja atau pembiayaan yang
harus dikeluarkan untuk negara
sebesar Indonesia. Yang utama
menurut Menkue adalah untuk
kepentingan masyarakat.

“Apa masyarakat butuhnya?
Pendidikan. Apalagi konstitusi
kita mengatakan harus 20%, ma-
ka kita harus mengalokasikan-
nya. Kenapa penting? Mumpung
masyarakatnya masih muda dan
harus ada investasi di bdiang
umber daya manusia, kita perlu
untuk memprioritaskan itu,”
paparnya. [HER/E-8]

Keterangan resmi Bank Indonesia, Utang Luar
Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020
tetap terkendali dengan struktur yang sehat.
1. Per akhir Mei 2020 ULN sektor publik
(Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar

2. ULN Sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar

ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada
April 2020 sebesar 2,9% (yoy), dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah
maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada
peningkatan ULN berdenominasi rupiah. “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelum-
nya sebesar 36,2%. Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka
panjang dengan pangsa 89,0% dari total ULN,"kata Kepala Departemen Komunikasi / Direktur Eksekutif
Bank Indonesia Onny Widjanarko. [HER/E-8]

[JAKARTA] Sektor per-
bankan diperingatkan agar
jangan memaksakan penyal-
uran kredit modal kerja teru-
tama kepada sektor Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) di tengah pandemi
Covid-19, karena berpotensi
menimbulkan kredit macet.
Menurut Ekonom senior
Institute for Development of
Economics and Finance
(Indef), Aviliani, perbankan
sebetulnya sudah mendo-
rong pemberian kredit, khu-
susnya untuk pelaku
UMKM, agar bisa segera
bangkit dari keterpurukan
akibat pandemi Covid-19.
Hal itu, juga telah disi-
kapi pemerintah melalui
program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN)
dengan meluncurkan pen-
jaminan kredit modal kerja
untuk UMKM dalam rang-
ka mempercepat pemulihan
ekonomi nasional. PT
Jamkrindo dan PT Askrindo
telah ditugaskan untuk men-
jamin pelaku usaha UMKM
atas kredit modal kerja yang
diberikan oleh perbankan.
Bahkan pada 25 Juni
2020, pemerintah juga telah
menempatkan uang negara di
bank umum milik pemerintah
atau Himpunan Bank-Bank
Milik Negara (Himbara) den-
gan total Rp 30 triliun. Dana
tersebut diharapkan dapat
mendorong sektor rill melalui
kredit modal kerja baru di
perbankan untuk UMKM.

ISTIMEWA

Aviliani

Tetapi permintaan kredit
tersebut tidak meningkat se-
cara signifikan, karena ban-
yak pelaku usaha yang men-
galami penurunan penjualan
akibat daya beli masyarakat
yang belum membaik.
“Dengan permintaan yang
masih lemah, tidak perlu me-
maksakan penyalurkan kredit
modal kerja. Bila dipaksakan,
hal tersebut malah akan men-
imbulkan adanya kredit
macet,” kata Aviliani, di
Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, kebi-
jakan pemerintah lewat pro-

Ekonomi & Keuangan B

Indef: Jangan Paksakan Penyaluran
Kredit Modal Kerja ke UMKM

gram PEN sebetulnya sudah
banyak, mulai dari relakasi
baik itu perpajakan, kemu-
dian restrukturisasi, lalu di-
bolehkan lagi mendapatkan
kredit model kerja baru.
Bahkan diberikan jaminan
sampai 80%, khususnya un-
tuk UMKM dengan pinja-
man sampai Rp 10 miliar.

Tetapi Aviliani menilai,
kebijakakan pemberian kredit
modal usaha dalam program
PEN tidak akan efektif, apa-
bila dari sisi demand atau per-
mintaan tidak segera dibena-
hi. “Ketika mereka melaku-
kan restrukturisasi, usaha
mereka belum maju,
bagaimana mereka harus di-
kasih kredit,” ujar Aviliani.

Bila pemberian kredit
modal kerja tersebut dipak-
sakan dalam kondisi de-
mand yang masih melemabh,
Aviliani mengkhawatirkan
nantinya dalam tempo satu
atau dua tahun lagi akan
menjadi kredit macet yang
bisa memengaruhi keper-
cayaan kepada sektor per-
bankan. [HER/J-9]

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA PENILAI

Yahya (Dalam Pailit);

27 Juli 2020 ke:

Dengan ini Kami mengundang Perusahaan Penilai/Juru Taksir
untuk melakukan penilaian atas aset/harta pailit milik Chandra

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Perusahaan Penilai/
Juru Taksir yang berminat untuk memberikan layanan Jasa
Penilaian tersebut, Kami persilahkan untuk menghubungi paling
lambat 1 (satu) minggu semenjak pengumuman pada tanggal

Email: timkuratorchandrayahya@pkpudanpailit.com
Handphone: 08982805449 (Geta)

Jakarta, 20 Juli 2020
ttd

Tim Kurator Chandra Yahya (Dalam Pailit)

PENDAHULUAN

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai ketenfuan Peraturan IX.E.2
sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan informasi kepada para Pemegang Saham
Perseroan agar para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di
bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan yang mencakup antara lain real estat yang
dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (‘Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama"). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan akan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('RUPS Luar Biasa”) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (‘POJK No. 15/2020") juncto Peraturan OJK No. 16/POJK.04/
2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(‘POJK No. 16/2020") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari para
Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama berupa penambahan kegiatan usaha akan berlaku efektif
setelah perubahan ketentuan Anggaran Dasar terkait Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa dan telah mendapat persefujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang beriaku. Setelah efektifnya
kegiatan usaha di bidang real estat menjadi kegiatan utama Perseroan, maka Perseroan akan dapat
mencatatkan pendapatan usaha sewa menjadi pendapatan usaha utama Perseroan.

Terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menyatakan akan senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk tetapi fidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, berikut peraturan
pelaksananya dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini merupakan transaksi perubahan kegiatan
usaha seperti yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 yang menyatakan bahwa Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama yaitu berupa penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat
sebagai kegiatan usaha utama Perseroan yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau
disewa dan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, hanya akan dapat dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
dimana keterangan selengkapnya dapat dilihat pada bagian Pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan semula didirikan dengan nama PT Asuransi Lippo Jiwa Sakti berdasarkan Akta Pendirian
No. 301 tanggal 28 Mei 1983, yang diperbaiki dengan Akta No. 130 tanggal 10 Agustus 1983, antara
lain tentang perubahan nama menjadi PT Asuransi Lippo Life, keduanya dibuat di hadapan Misahardi
Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6716.HT.01.01.TH.83 tanggal 12 Oktober 1983 dan
didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 1211/1983 Not pada tanggal 20
Oktober 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 1984,
Tambahan No. 604/1984.

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 126 tertanggal 28 November 2008
yang dibuat di hadapan DR. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., MKn., LLM., Notaris di Jakarta,
Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan mengenai perubahan nama Perseroan menjadi
PT Star Pacific Tbk, penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu media dan penambahan modal
melalui Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Teriebih Dahulu (HMETD) sejumlah
720.266.340 (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) Saham
Kelas C dengan Nilai Nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumiah
Rp 72.026.634.000,- (tujuh puluh dua milyar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu
Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp 139,- (seratus tiga puluh sembilan Rupiah) per saham. Akta
Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01525.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0001782.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 dan diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 27 Februari 2009, Tambahan No. 6016/2009.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta
Pemyataan Sebagian Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan No. 186 tertanggal 31 Oktober 2019
yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang,
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 dan Pasal 3. Akta perubahan ini
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. AHU-0099720.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan, telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0230797.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 dan
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0366428 tanggal 29 November 2019, yang telah didaftarkan dalam
?:gali:) :’;Ir)seroan No. AHU-0230797.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 (“Akta No.

. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 186/2019 ialah melaksanakan
(a) Kegiatan usaha utama yaitu (i) Aktivitas profesional, iimiah dan teknis yang mencakup antara lain
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan (ji) Informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain
Penerbitan surat kabar, jumal dan buletin atau majalah dan Teknologi informasi dan jasa komputer
lainnya; dan (b) kegiatan usaha penunjang yaitu (i) Real estat yang mencakup antara lain real estat
yang dimiliki sendini atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan (ii)
Melaksanakan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini
guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

3. Struktur P dalan dan P Saham

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tertanggal 22 Juni 2015 struktur
permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

n

Saham Saham Saham ilai i
Keterangan Kelas A Kelas B Kelas C N'I(?{r;:;:;' al
@Rp5.000- | @Rp2.250-| @Rp100,-
Modal Dasar 157.927.368 | 292.239.095 | 16.528.251.963 | 3.100.000.000.000
Modal Ditempatkan
dan Disstor Penuh 157.927.368 | 292.239.095 720.266.340 | 1.519.201.437.750
Saham dalam Portepel 0 0 | 15.807.985.623 | 1.580.798.562.250

Susunan Pemegang Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro
Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia per tanggal 31 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADA PEMEGANG SAHAM

UTAMA ("PERATURAN IX.E.2").

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (‘PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI’) INI
DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (‘BAPEPAM DAN LK”) NO.
IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKS| MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

‘ INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

STAREIPACIFIC

PT STAR PACIFIC Thk
(“Perseroan”)

Berk di Kabup
Bidang Usaha:
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya,
Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah, dan
Teknologi informasi dan jasa komputer lainnya

Kantor:
Graha Lippo, Lantai LG
JI. Boulevard Diponegoro No. 101
Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111
Faksimili: (021) 55777222
www.star-pacific.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana
diungkapkan di dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan
keyakinan mereka tidak ada Informasi atau fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi, yang menyebabkan
informasi yang diberikan dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, pada tanggal 20 Juli 2020

memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham. Oleh sebab itu
Perseroan berencana akan melakukan penambahan kegiatan usaha utamanya real estat yang mencakup
antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Adapun jumlah gedung yang dimiliki/dikuasai saat ini oleh Perseroan yang rencananya nanti akan

berpotensi untuk disewakan adalah 2 (dua) gedung yaitu:

1. Gedung Graha Lippo, yang beralamat di Jalan Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village, Kelapa
Dua, Tangerang 15810; dan

2. Ruko, yang beralamat di Lippo Cyber Park, Jalan Boulevard Gajah Mada No. 2062, Lippo Karawaci,
Tangerang 15139

Kedua Gedung tersebut di atas adalah yang dimiliki oleh Perseroan, dengan perincian:

(i) Gedung Graha Lippo dengan HGB No. 2843, Luas Tanah 2.062 m2, tanggal berakhir sertifikat 25
Desember 2031 dan HGB No. 07432, Luas Tanah 3.695 m2, tanggal berakhir sertifikat 17 September
2032; dan

(if) Ruko Cyber Park dengan HGB No. 5465, Luas Tanah 257 m2, HGB No. 5467, Luas Tanah 52 m2, HGB
No. 5466, Luas Tanah 100 m2 dan HGB No. 5464, Luas Tanah 100 m2, masing-masing tanggal
berakhir sertifikat 2 April 2029.

Mengacu pada data dari pihak ketiga berikut ini, Perseroan berkeyakinan kegiatan usaha sewa menyewa

memberikan prospek yang cukup bagus untuk mendukung mengembangkan usaha Perseroan:

> Menurut Colliers, tingkat hunian (occupancy rate) di CBD cenderung stabil di 83% pada kuartal | 2020.
Dalam jangka pendek, Colliers memperkirakan tingkat hunian CBD akan tetap pada 83% didukung
ketersediaan ruang kantor yang terbatas pada masa yang akan datang. Tidak adanya ruang kantor
baru pada kuartal | mendukung peningkatan hunian di luar CBD sebesar 2% (QOQ) menjadi 84,2%,
dengan profil penyewa yang tetap beragam dengan dominasi sektor yang terkait dengan keuangan.

Menurut riset Coldwell Banker Commercial, tingkat hunian perkantoran di kota-kota besar di
Indonesia cenderung stabil selama pandemi Covid-19. Namun sama halnya dengan di Jakarta,
aktivitas sewa menyewa di kota-kota besar di Indonesia melambat selama Q1/2020. Sehingga
aktivitas sewa menyewa ruang perkantoran diproyeksikan akan meningkat secara bertahap,
meskipun tetap di level sedang.

v

Dengan adanya prospek usaha yang masih cukup menjanjikan bagi pengembangan kegiatan usaha
utama yang baru Perseroan yaitu usaha di bidang sewa ruangan/unit pada gedung/bangunan, maka
Perseroan akan mengoptimalkan aset Perseroan dengan cara melakukan strategi pemasaran yang akan
diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
o Bekerjasama dengan agen-agen properti untuk membantu pemasaran gedung yang dimiliki oleh Perseroan.
o Melakukan renovasi gedung yang dimilii Perseroan sehingga dapat meningkatkan minat tenant untuk
menyewa gedung.
o Target pasar dari Graha Lippo adalah perusahaan berskala besar dan perbankan dari dalam maupun
luar negeri dan menjadikan Graha Lippo sebagai kantor pusat maupun kantor operasional untuk
sebagian wilayah barat Jakarta, sebagian wilayah selatan Jakarta, Tangerang dan sekitamya.
Mengingat Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Lippo Group, khususnya yang dikenal dengan
usaha properti, Perseroan mengharapkan dapat memanfaatkan jaringan bisnis yang dimiliki Lippo
Group dalam rangka pemasaran ruang perkantoran yang dimiliki Perseroan.
e Perseroan mengharapkan gedung perkantoran yang dimiliki Perseroan khususnya Graha Lippo
memiliki prospek usaha untuk disewakan untuk perusahaan-perusahaan besar dengan pertimbangan:

- Graha Lippo terletak di lokasi yang sedang berkembang di kawasan komersil Boulevard Diponegoro,
Lippo Karawaci, yang merupakan bagian dari Kawasan Central Business District ("CBD”) yang
terintegrasi dalam proyek Lippo Vilage (‘Lippo Village”), yang dikembangkan oleh PT Lippo
Karawaci Tbk (‘LPKR"). Graha Lippo merupakan salah satu gedung perkantoran tinggi di daerah
Lippo Karawaci yang terdiri dari 17 Lantai serta dilengkapi 1 lantai basement. Graha Lippo berada
sangat dekat dengan akses ke Tol Jakarta - Merak.

- Lippo Village adalah bagian dari Kawasan CBD, terintegrasi dan terpadu yang dikembangkan oleh
LPKR sejak tahun 1993. Kawasan ini dikenal akan lingkungannya yang bersih dengan infrastruktur
yang memadai, dengan mengambil konsep dari kota-kota besar di luar negeri.

- Lippo Village terletak di sebelah barat kota Jakarta dengan akses langsung dari Tol Jakarta - Merak.
Akses menuju ke Lippo Vilage pun semakin baik seiring dengan selesainya jalan tol Jakarta Outer
Ring Road W2 yang menyambungkan Tol Dalam Kota Jakarta Tol Bandara - Tol Jakarta Merak - Tol
Jakarta Serpong - Tol Jagorawi dan Tol Cikampek.

- Lokasi dan akses yang strategis ini menjadikan Lippo Village sebagai pusat komersial, residensial,
edukasi, dan rekreasi bagi warga Tangerang dan sekitamya. Untuk ke depannya, LPKR telah

ikan master plan untuk mengembangkan kawasan ini menjadi satu kota CBD baru yang

P Saham Jumlah Saham F Kepemilikan
PT Inti Anugerah Pratama 667.237.809 57,01%
PT Lippo Securities Tbk 234.658.167 20,05%
Masyarakat 268.536.827 22,94%
Total 1.170.432.803 100,00%
4. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat
dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris Independen  : Markus Permadi
Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover
Komisaris : Eddy Harsono Handoko
DIREKSI

Presiden Direktur : Lukman Djaja

Direktur : Heni Widjaja

Direktur : Dandy Fantoan

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA

Dalam rangka memperkokoh basis usaha melalui penguatan struktur permodalan sebagai langkah
menopang pertumbuhan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, penerbitan surat kabar, jumal dan buletin atau
majalah dan aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, melihat adanya peluang
memanfaatkan sumber daya dan kekayaan Perseroan dengan menjalankan usaha di bidang sewa
ruangan unit dalam gedung atau sewa real estat. Kegiatan sewa gedung milik Perseroan saat ini bersifat
pemanfaatan unit gedung yang belum digunakan oleh Perseroan agar lebih berdaya guna. Perseroan
telah menghitung dengan seksama, bahwa pemanfaatan unit-unit dalam gedung/bangunan milik
Perseroan saat ini dan yang ada dikemudian hari merupakan suatu peluang kegiatan usaha utama yang
dapat djalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu

serba berkecukupan dengan nama “Lippo Millenium Village”. Daerah ini diproyeksikan akan menjadi
salah satu tujuan investasi dari dalam dan luar negeri.

RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan (‘KJPP KR") sesuai dengan
surat penawaran No. KR/200102-001 tanggal 2 Januari 2020 sebagai Penilai Independen untuk
memberikan pendapat atas kelayakan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu berupa
penambahan kegiatan usaha yang bergerak di bidang real estat sebagai kegiatan usaha utama Perseroan
yang mencakup antara lain real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan real estat atas dasar balas jasa
(fee) atau kontrak (‘Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama’).

KJPP KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa Profesi Penunjang Pasar
Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-
01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis).

Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan KJPP KR atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00051/2.0162-00/BS/06/0153/1/VI/2020 tanggal
10 Juni 2020 yang telah diubah dan ditambahkan berdasarkan laporan No. 00062/2.0162-00/BS/06/0153/
1\V11/2020 tanggal 8 Juli 2020 (‘Laporan Studi Kelayakan"):

a. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan di masa mendatang
ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

> Aspek kelayakan pasar;
> Aspek kelayakan teknis;

o

> Aspek kelayakan pola bisnis;
> Aspek kelayakan model manajemen; dan
> Aspek kelayakan keuangan.

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan
pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan IX.E.2.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum
bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama pada tanggal Laporan Studi Kelayakan ini diterbitkan.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan
didasarkan pada proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam
penyusunan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan
pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang.
KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat penilaian ini dengan
lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan
terhadap target kinerja Perseroan yang dinilai.

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini, KIPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti
terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama akan
dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta
keakuratan informasi mengenai Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang diungkapkan
oleh manajemen Perseroan.

Analisis Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan
menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah
KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan
dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan
informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan, atau yang tersedia secara
umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala
perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJIPP KR
secara material. KIPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa
mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada
KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung
jawab atas perubahan kesimpulan atas Laporan Studi Kelayakan KJPP KR dikarenakan adanya
perubahan data dan informasi tersebut.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KIPP KR juga
tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya merupakan pemberian Laporan Studi Kelayakan atas
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Laporan Studi Kelayakan atas Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Studi
Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama bersifat non-disclaimer opinion dan
merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang
dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh
informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama tidak
merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau
audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut
juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intemal,
kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP
KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan
menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi
tersebut terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Laporan Studi Kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari
analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai
satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses
yang mendasari Laporan Studi Kelayakan. Penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini merupakan
suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan sampai
dengan tanggal terjadinya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak terjadi perubahan
apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini. KIPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan
kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi
dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Kesimpulan Laporan Studi Kelayakan ini beriaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki
dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut
termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara intemal pada Perseroan
maupun secara ekstemal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis,
perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait
lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan
Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Laporan Studi
Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda. KJPP KR tidak
bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan analisis KIPP KR
rarena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal
laporan ini.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini dilakukan dalam kondisi
yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat
adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperiukan dalam penggunaan Laporan Studi
Kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan
tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap
kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

F pat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan
mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi analisis kelayakan, maka
menurut pendapat KIPP KR Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, ditinjau dari aspek
kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model
manajemen dan aspek kelayakan keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari
pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR
menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau
hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

o

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material
terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak
terbatas pada, perubahan kondisi baik secara intemal pada Perseroan maupun secara ekstemal yaitu
kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta
peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi
Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi
perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama mungkin berbeda.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI TERKAIT DENGAN
RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang direncanakan Perseroan, maka
Perseroan telah memastikan bahwa Perseroan telah memiliki karyawan kunci yang telah berpengalaman
dan mempunyai kompetensi untuk menangani kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yaitu
kegiatan dalam bidang real estat.

Adapun jumlah tenaga ahli yang dimiliki Perseroan saat ini untuk kegiatan usaha utama yang baru adalah
sejumlah 2 (dua) orang.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh penambahan kegiatan usaha utama pada kondisi keuangan Perseroan akan meningkatkan
pendapatan dari sisi penambahan kegiatan usaha utama sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di
bidang sewa ruangan unit dalam gedung atau sewa real estat, setelah Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan berjalan efektif. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para
pemegang saham Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang beriaku, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS
Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2020, waktu dan tempat
pelaksanaan RUPS Luar Biasa akan disampaikan melalui Pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu pada harian Investor Daily, masing-masing
pada tanggal 15 Juni 2020 dan 30 Juni 2020.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS Luar Biasa Perseroan adalah mereka yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2020, pukul 16.00
WIB. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (‘KSEI") yang bermaksud untuk menghadii RUPS Luar Biasa Perseroan dapat
mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk
mendapatkan konfirmasi tertulis untuk RUPS Luar Biasa.

Para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadii RUPS Luar Biasa Perseroan dapat
menunjuk seorang wakinya yang sah dengan memberikan surat kuasa yang telah secara sah
ditandatangani atau dengan menyampaikan kuasanya melalui aplikasi Electronic General Meeting System
KSEI (‘eASY.KSEI") bagi para Pemegang Saham perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah
memiliki Nomor SID dari KSEI.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Luar Biasa untuk mata acara penambahan

kegiatan usaha utama Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan bila dinadiri oleh
para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai,

diadakan RUPS Luar Biasa kedua, maka RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan paling cepat 10

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender dari RUPS Luar Biasa pertama, tanpa

didahului Pemberitahuan RUPS Luar Biasa. Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa kedua dilakukan

selambatdambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS Luar Biasa kedua diselenggarakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS Luar Biasa. RUPS Luar

Biasa kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh para

Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga

per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas tidak tercapai, maka atas

permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, Pemanggilan

dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ketiga ditetapkan oleh OJK.

o
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Mata acara RUPS Luar Biasa yang akan diselenggarakan adalah:

1. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai Maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Luar Biasa Perseroan:
Penyampaian mata acara RUPS Luar Biasa kepada OJK melalui Sarana : 8 Juni 2020
Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik (‘SPE”)

situs web OJK.

Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana penambahan kegiatan :
usaha utama Perseroan yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE
situs web OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (‘BEI’), aplikasi eASY.KSEI
dan situs web Perseroan.

Pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa yang dimuat dalam 1 (satu) surat :
kabar harian, SPE situs web OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs
web Perseroan.

Pemanggilan RUPS Luar Biasa yang dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, :
gPE situs web OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs web

erseroan.

Penutupan penerimaan Kuasa dan Suara melalui aplikasi eASY.KSEI 21 Juli 2020
Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. 22 Juli 2020

PERNYATAAN REKOMENDASI DIREKS| DAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh
informasi yang dimuat dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan
bahwa telah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan
dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, serta dengan ini menyatakan bahwa sepanjang
pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi atau fakta
material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan
Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian, SPE situs web
OJK dan/atau BEI, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memeriukan informasi tambahan mengenai hal-hal yang tercantum
dlalam Zergjabahﬁn Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan
alamat di bawah ini:

15 Juni 2020

15 Juni 2020

30 Juni 2020

Graha Lippo, Lantai LG
JI. Boulevard Diponegoro No. 101
Lippo Village, Tangerang 15810
Telepon: (021) 55777111, Faksimili: (021) 55777222
u.p.: Sekretaris Perusahaan
Email: corporate.secretary@star-pacific.co




